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ABSTRAK

Riddah perkawinan dapat terjadi di masyarakat dan tidak jarang
menimbulkan berbagai masalah rumah tangga. Ini adalah perbuatan agama yang
serius dan dapat mengganggu keharmonisan keluarga dan keturunan. Indonesia dan
Malaysia Merupakan negara dengan mayoritas beragama Islam dan bermadzhab
syafi’i, tetapi peneliti menemukan perbedaan dan juga persamaan pada ketentuan
riddah serta dampak yang terjadi akibat riddah. Maka dari itu peneliti akan
menjabarkan pokok masalah yang akan di bahas pada tesis ini yakni: Bagaimana
ketentuan riddah dalam hukum keluarga di Indonesia dan Malaysia? Bagaimana
dampak hukum riddah dalam hukum keluarga di Indonesia dan Malaysia? Apa
nilai-nilai yang terkandung pada ketentuan riddah di Indonesia dan Malaysia?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang
digunakan pada penelitian ini adalah berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-
undangan di Indonesia dan Malaysia yang relevan dengan keluarga islam kaitannya
dengan riddah terdiri dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
dan Kompilasi Hukum Islam Inpres No.1 tahun 1991, Undang-undang Syariah
Malaysia dan 13 negara bagiannya. Data-data yang diperoleh dalam peraturan
perundang —undangan itu akan di analisa untuk melihat persamaan dan perbedaan
terkait hukum riddah di dalam perkawinan. Data ini akan diperkuat dengan bahan
hukum sekunder yang didapatkan pada karya ilmiah yang relevan terkait ketentuan
riddah di Indonesia dan Malaysia. Data ini akan dipaparkan dengan analisis
deskriptif analitik komparatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, berbeda dengan Malaysia
riddah di Indonesia tidak dianggap sebagai tindak pidana tetapi di kedua negara
memliki dampak dalam hukum keluarga. Kedua, di Indonesia melalui Kompilasi
Hukum Islam (KHI), riddah menjadi alasan perceraian jika menyebabkan ketidak
harmonisan dalam keluarga, dengan demikian selama tidak ada pengajuan
perceraian di pengadilan, riddah tidak bisa memutuskan perceraian, berbeda
dengan Malaysia riddah dijadikan sebagai faktor putusnya perkawinan tanpa perlu
adanya unsur ketidakharmonisan. Sedangkan pada pemberian hak asuh pada anak,
riddah di Indonesia tidak menjadi alasan hilangnya hak orang tua terhadap
pengasuhan dan ini berbeda dengan Malaysia dimana perbedaan agama menjadi
penghalang untuk mendapatkah hak asuh anak. Adapun terkait kewarisan riddah
sama-sama menyebabkan hilangnya hak sesorang saling mewarisi Ketiga, terdapat
nilai kebebasan beragama pada dampak riddah terkait perceraian dan hak asuh anak
di Indonesia dan nilai perlindungan agama pada ketentuan hak waris Indonesia.
Sedangkan di Malaysia nilai yang terkandung dalam semua isu perceraian,
pengasuhan dan kewarisan riddah menekankan pada perlindungan agama.

Kata Kunci: Riddah, Perkawinan, Hak Asuh Anak, Hak Waris.



ABSTRACT

Marriage riddah can occur in society and often causes various household
problems. This is a serious religious act and can disturb family and descendant
harmony. Indonesia and Malaysia are countries with a majority of Muslims and
Shafi'i madzhab, but researchers found differences and similarities in the
provisions of riddah and the impact that occurs due to riddah. Therefore, the
researcher will describe the main problems that will be discussed in this thesis,
namely: What are the legal provisions of riddah in marriage in Indonesia and
Malaysia? What is the impact of riddah law in marriage in Indonesia and
Malaysia? What are the values contained in the legal provisions of riddah in
Indonesia and Malaysia?

This study used a normative juridical approach. The data used in this study
are in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Primary
legal material is obtained from laws and regulations in Indonesia and Malaysia
relevant to the Islamic family in relation to riddah consisting of Law No. 1 of 1974
on marriage and the Compilation of Islamic Law Presidential Instruction No. 1 of
1991, Sharia Law of Malaysia and its 13 states. The data obtained in the laws and
regulations will be analyzed to see the similarities and differences related to the
law of riddah in marriage. This data will be strengthened by secondary legal
materials obtained in relevant scientific papers related to riddah provisions in
Indonesia and Malaysia. This data will be presented with comparative analytical
descriptive analysis.

This study concludes that: First, riddah in Indonesian regulations is not
considered a criminal offense but has an impact on marriage, while the laws and
regulations in Malaysia riddah get sanctions in the form of fines, rehabilitation and
social sanctions. Second, through the Compilation of Islamic Law (KHI) does not
view riddah as the cause of the annulment of marriage, riddah is the reason for
divorce if riddah causes disharmony between husband and wife. This means that as
long as there is no filing in the Religious Court, marital status is still considered
valid. While in Malaysia riddah can be used as a factor in the breakup of marriage
and must be filed in a sharia court. While in granting custody to children if one of
the riddah is given to a Muslim guardian, and in granting his inheritance rights if
he converts or riddah does not get inheritance but can be in the form of grants or
gifts through mandatory wills. Third, there are values of religious freedom on the
impact of riddah related to divorce and child custody in Indonesia and religious
protection on Indonesian inheritance rights. While in Malaysia is very concerned
about Islamic religious provisions on marriage, custody and inheritance for riddah
perpetrators.

Keywords: riddah, marriage, child custody, inheritance rights
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MOTTO

“Jangan pernah pernah lelah, lanjutkan perjuangan, keluar dari zona nyaman,
hidup sekali hiduplah yang berarti bergeraklah, berkegiatanlah dan manfaatkan
kesempatan yang ada, karena setiap kesempatan ada masanya dan setiap masa ada
kesempatannya. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan, walau dunia

hancur, akan kurangkai satu satu

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”.

(Q.S. Al-Bagarah 2: 286)

Vii



HALAMAN PERSEMBAHAN

Allah SWT:

“Alhamdulillah, rasa syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah
memberikan segala nikmat, karunia, dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir
ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama menyelesaikan tugas akhir ini,semoga
ilmu dan setiap proses yang saya jalani semuanya bernilai ibadah di sisi Allah
sehingga dapat diamalkan serta ini membawa kemanfaatan bagi orang banyak.”

Keluarga Tercinta:

“Kedua orang tua saya, ayah (Sriyanto), Ibu (Nurhayati, S.Ag) dan adikku (Nasywa
Nur Faiza) yang selalu memberikan arahan, nasehat, dukungan serta do’a yang tak
terhingga selama saya menimba ilmu jauh diperantauan guna untuk menimba ilmu
di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.”

Guru-Guru Penulis:

“Terimakasih banyak kepada guru-guru yang luar biasa sabar dalam membimbing
saya, ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. Selaku dosen pembimbing yang selalu
memberikan arahan hingga dapat diselesaikan tugas akhir ini, segenap guru, dosen
UIN Sunan Kalijaga yang selalu istigomah berjasa dalam membimbing dan
mendidik saya untuk bisa menimba ilmu sebanyak- banyaknya. Dan guru-guru
penulis dari sejak saya kecil sampai sekarang, Bapak/Ibu Guru SD 11 Jimbaran,
Pondok Modern Darussalam Gontor, Universitas Islam Indonesia.”

Sahabat Tercinta:

“Mereka yang datang tanpa diminta, bagaikan satu raga dalam keluarga yang mau
membahu tanpa suara yang memberikan banyak cerita dan cinta, mengajarkan kita
arti kehidupan yang sesungguhnya, tanpa ragu untuk terus berbenah mengejar cita-
cita agar agar menjadi manusia yang bermanfaat untukyang lainnya.”

Almamaterku Tercinta,
“Magister Ilmu Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta. Sukses dan Jaya Selalu untuk Bangsa”.

viii



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam
penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997
dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

- ba’ B Be

< ta’ T Te

< sa’ $ es (dengan titik di atas)
d Jim J Je

C ha h ha (dengan titik di bawah)
& Kha Kh ka dan ha

2 Dal D De

3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
B ra’ R Er

J Zai z Zet

o Sin S Es

5= Syin Sy es dan ye
) sad $ es (dengan titik di bawah)
U dad d de (dengan titik di bawah)




L ta’ t te (dengan titik di bawah)
L za’ z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain ‘ koma terbalik ke atas
¢ Gain G Ge
o fa’ F Ef
3 Qaf Q Qi
d Kaf K Ka
dJ Lam L El
? Mim M Em
U Nun N En
3 Wawu w We
> ha’ H Ha
e Hamzah ‘ Apostrof
¢ ya’ Y Ye
Il. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap
L Ditulis Sunnah
e Ditulis ‘illah
I1l. Ta’ Marbutah di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis dengan h
sl Ditulis al-Ma’idah
Al Ditulis Islamiyyah




(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam

bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendakilafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu dipisah, maka

ditulis h.
ol i)l Ditulis Mugaranah  al-mazahib
V. Vokal Pendek
: fathah Ditulis A
. Kasrah Ditulis I
: dammah Ditulis U
V. Vokal Panjang
1. Fathah + alif Ditulis A
Olanias] Istihsan
2. Fathah + ya’ mati Ditulis A
i Unsa
3. Kasrah + ya’ mati Ditulis r
skl al- ‘Alwani
4, Dammah + wawu mati Ditulis U
asle ‘Uliim
VI. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya’ mati Ditulis ai
aR e Gairihim
2. Fathah + wawu mati Ditulis au
Jsh Qaul

VIl. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu

denganApostrof

Xi

Kata Dipisahkan




@33“ Ditulis a’antum
Sac Ditulis u’iddat
AL ) Ditulis la’in Syakartum

VIIl. Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

B

Ditulis

Alguran

ol

Ditulis

al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el)nya.

) Ditulis ar-Risalah
¢ldll Ditulis an-Nisa’
IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
EANY] Ditulis ahl al-Ra ’yi
wd ol Ditulis ahl as-Sunnah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Riddah dalam perkawinan bisa saja terjadi di masyarakat dan tak jarang
menimbulkan berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Riddah yang terjadi pada
salah satu suami atau istri merupakan perbuatan serius dalam agama dan dapat
berpengaruh pada keharmonisan dalam keluarga dan berdampak juga pada keturunan,
Namun membicarakan riddah masih merupakan suatu hal yang sensitif, terlebih pada
masyarakat yang memegang teguh satu agama.

Konteks hukum Islam atau fikih, riddah (seseorang yang meninggalkan agama
Islam) dapat berdampak pada status perkawinan. Namun konsekuensi dari riddah
tergantung pada masalah, terutama apakah pasangan yang riddah tersebut pernah
melakukan hubungan seksual (dukhul) atau belum.*

Pertama bagi Pasangan yang Belum Pernah Dukhul (Hubungan Seksual): Jika
salah satu pasangan yang belum pernah melakukan hubungan seksual, maka
perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal atau putus secara langsung sesuai dengan
hukum Islam. Dalam hal ini, perkawinan dianggap tidak sah sejak awal.

Kedua bagi pasangan yang Sudah Pernah dukhul : Jika salah satu pasangan yang
sudah pernah melakukan hubungan seksual murtad, konsekuensinya adalah putusnya
perkawinan. Namun, pelaksanaan hukum ini menunggu hingga berakhirnya masa iddah

(periode tunggu) bagi pasangan yang murtad. Iddah adalah masa yang harus dilalui oleh

1 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami Wa Adillatuh, 9th ed. (Damaskus: Dar al-Fikr,
2004).
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seorang wanita setelah perkawinannya berakhir, baik karena cerai atau kematian suami.
Setelah berakhirnya masa iddah, perkawinan dianggap resmi batal.?

Putusnya perkawinan karena riddah dimasukkan ke dalam kategori fasakh
oleh Sayyid Sabig dalam kitabnya "Figh as-Sunnah" adalah pemahaman yang
umum dalam beberapa mazhab hukum Islam. Fasakh adalah istilah yang digunakan
dalam hukum Islam untuk menggambarkan pembatalan atau pemutusan
perkawinan atas dasar-dasar tertentu yang diakui dalam hukum Islam.®

Pada konteks ini, fasakh digunakan untuk membatalkan dan melepaskan
ikatan perkawinan antara suami dan istri ketika salah satu atau keduanya murtad.
Ini mengacu pada prinsip bahwa perkawinan antara seorang Muslim dengan
seorang non-Muslim (kafir) tidak dianggap sah dalam hukum Islam, dan jika salah
satu pasangan murtad, perkawinan tersebut dianggap batal sesuai dengan prinsip-
prinsip hukum Islam.

Di Indonesia Tidak ada satupun pidana agama yang mengatur tentang
riddah di tanah air kita Indonesia.* Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang telah
disahkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 02 Januari 1974, merupakan pedoman
bagi pemeluk agama Islam yang berisi tentang tata cara perkawinan. Pada pasal 1
Undang-undang tersebut menyatakan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

2 Abdu al-Rahman al-Jaziry, al-Figh "Ala al-Madzahib al-Arba ‘ah,juz IV, (Dar al-Fikr :
tp) tt, him. 233.

% Sayyid Sabig, Figh al-Sunnah, jilid 11, (Libanon : Beirut dar al-fikr li al-taba'ati
wa al-asyr wa al-tauzi),
him. 268.

4 Muhammad Amanuddin, “Hukum Murtad Dalam Figih Islam Dan Perundang Undangan
Malaysia Dan Indonesia,” (Jurnal Impresi Indonesia 1, no. 4 2022): him. 353-61.
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membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa.”

Sedangkan pada pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan tentang keabsahan
perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Berdasarkan dari bunyi pasal tersebut diatas telah jelas bahwa ikatan lahir
batin yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, bertujuan untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilakukan berdasarkan
ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang bersangkutan.

Sesuai dengan penjelasan pasal tersebut, kita dapat mengartikan adanya
prinsip kebebasan beragama bagi setiap warga Negara. Hal ini sejalan dengan pasal
29 ayat 2 UUD 1945 yang menjamin tentang kebebasan dalam memeluk agama dan
kepercayaan masing-masing yang mana hal tersebut dilihat dari keabsahan
perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing.®

Dengan adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama Jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang No.
7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama maka, Pengadilan Agama mempunyai
wewenang untuk memeriksa sengketa perkawinan bagi mereka yang beragama
islam dan keputusannya telah berkekuatan hukum.®

Seiringnya waktu berjalan dalam pernikahan pasti akan banyak timbul

permasalahan, yang apabila tidak bisa diselesaikan maka tidak jarang perceraian yang

5 Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 2.
6 Hilman Hadikusuma, “Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan”, Hukum
Adat dan Agama, Bandung : Mandar Maju, him. 204.
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akan terjadi. Dalam perceraian haruslah ada alasan-alasan yang dapat diberikan apabila
perceraian tersebut ingin terjadi, karena hal ini sesuai yang diatur dalam Undang-undang
nomor 1 talum 1974 tentang perkawinan pasal 39, PP No. 9 tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat 2.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat larangan
perkawinan yang mengakibatkan adanya pencegahan dan pembatalan perkawinan.
Larangan perkawinan itu dijelaskan antara lain pada pasal 8 butir f yaitu perkawinan
dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau
peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.’

Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam ada dua pasal yang mengatur
masalah riddah dalam pernikahan, yaitu Pasal 75 secara implisit menyebutkan
riddah membatalkan pernikahan dan Pasal 116 (h) secara eksplisit tindakan riddah
sebagai salah satu alasan batalnya pernikahan melainkan sebagai alasan perceraian.

Menurut laporan Statistik Indonesia, ada sebanyak
516.344 perceraian terjadi di Indonesia pada 2022. laporan tersebut mencatat,
terdapat 448.126 perceraian di Indonesia yang terjadi berdasarkan sejumlah faktor
penyebab pada 2022. Riset menunjukkan Perceraian akibat riddah sebanyak 1.635
kasus perceraian atau sebanyak (0,36%) dari berbagai alasan perceraian.®

Riddah juga menjadi salah satu isu yang juga diatur dalam hukum keluarga di
negara muslim termasuk dan Malaysia. Di Malaysia, Undang-Undang Keluarga yang

berlaku berbeda dengan undang-undang di negara lain karena masyarakatnya terdiri

7 Pasal 8 huruf f
8https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-
faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022 akses pada 15 November 2023.



https://databoks.katadata.co.id/tags/perceraian
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022
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atas berbagai bangsa dan suku.® Bagi masyarakat yang menganut agama Islam,
mereka tunduk kepada Undang-undang Islam dibawah pengurusan berbagai
enakmen yang ada di setiap negeri-negeri bagian.

Seperti yang diatur pada No. 11 Enakmen!! Undang-Undang Keluarga Islam

Negeri Sembilan 2003, pada pembubaran perkawinan, ada mengatakan di dalam
perkara 46 ayat 1 dan ayat 2 yang mengatakan bahawa:

1. Jika salah satu pihak kepada sesuatu perkahwinan itu murtad atau
memeluk sesuatu kepercayaan selain Islam, maka perbuatan yang
demikian tidak boleh dengan sendirinya berkuat kuasa untuk
membubarkan perkahwinan itu melainkan jika dan sehingga disahkan
sedemikian oleh Mahkamah.

2. Jika salah satu pihak kepada sesuatu perkahwinan bukan Islam memeluk
agama Islam, maka perbuatan yang demikian tidak boleh dengan
sendirinya berkuatkuasa untuk membubarkan perkahwinan itu
melainkan jika dan sehingga disahkan sedemikian oleh Mahkamah.?

Perkara riddah sebelum ini dianggap sebagai isu yang sensitif oleh banyak

pihak dan tidak dibincangkan secara terbuka bahkan statistiknya juga tidak
dipublikasikan kepada umum. Rentetan daripada ini, pihak berkuasa perlu lebih
prihatin dan seharusnya mempublikasikan statistik permohonan riddah oleh
masyarakat Melayu-Islam ini, karena gejala ini bisa merusakkan institusi Keluarga

Islam bahkan ia lebih buruk daripada gejala sosial dan narkoba.*?

Ketertarikan penulis juga tentang kesamaan Indonesia dan Malaysia yang

® Malaysia merupakan negara muslim yang juga mengatur tentang riddah seperti dalam pasal.

Mimi Kamariah Majid, Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia, (Kuala Lumpur:
Butterworths Asia, 1992),

10 Hamid Jusoh, Kedudukan Undang-undang Dalam Perlembagaan Di Malaysia, (Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), him. 67.

11 Enakmen maksudnya undang-undang bertulis yang disahkan oleh Parlemen

12 Undang-undang Syariah Negeri Sembilan, Enakmen No. 10 Undang-undang
Keluarga Islam Negeri Sembilan,(Warta Kerajaan ,2003), him. 255.

13 Khairulneza bnt Zuhair ‘Pertukaran Agama Menurut Enakmen Pentadbiran Agama Islam
Di Mahkamah Tinggi Syariah malaysia’ (UIN Syarif hidayatullah Jakarta 2009).



24

merupakan negara muslim dan mayoritas bermadzhab syafi’i tetapi memiliki ketentuan
yang berbeda dilatar belakangi sejarah negara dan sosial di masyarakat Indonesia dan
Malaysia.

Melihat fenomena yang terjadi, bagi peneliti tertarik untuk mengkaji dan
melakukan penelitian mendalam untuk megkomparasi ketentuan mengenai riddah
di Indonesia dan Malaysia. Peneliti akan melakukan pembahasan tentang Pertama,
mengenai ketentuan hukum, Kedua, mengenai dampak riddah di Indonesia dan
Malaysia pada hukum keluarga yakni pada status perkawinan, hak asuh dan juga
hak waris. Ketiga, nilai yang terkandung dari ketentuan serta dampak yuridis yang
terjadi di Indonesia dan Malaysia, membuat peneliti tertarik untuk mengkaji dalam
pentuk penelitian tesis yang berjudul “KETENTUAN RIDDAH DAN DAMPAK

DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA .

B. Rumusan Masalah
Bertitik tolak dari permasalahan tersebut di atas, maka pokok masalah yang
dijadikan pembahasan adalah:
1. Bagaimana ketentuan hukum riddah di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana dampak riddah dalam hukum keluarga di Indonesia dan
Malaysia ?
3. Apa nilai-nilai yang terkandung pada ketentuan hukum riddah di Indonesia
dan Malaysia ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan

Penelitian ini disusun dengan tujuan:
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a. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum riddah di Indonesia
dan Malaysia.

b. Mengkaji bagaimana dampak riddah dalam hukum keluarga di Indonesia
dan Malaysia.

c. Mengkaji nilai-nilai yang terkandung dari ketentuan hukum riddah di
Indonesia dan Malaysia

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penulisan tesis ini adalah:

a. Kegunaan untuk masyarakat (praktis)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih
mendalam tentang bagaimana ketentuan hukum riddah Indonesia dan Malaysia
dan serta dampak yang ditimbulkan pada hukum keluarga. Sehingga mampu
memperluas dan menambah wawasan hukum penulis dalam bidang hukum dan
mampu memberi kontribusi positif bagi perbaikan hukum dikedua Negara dan
memberikan pengetahuan baru serta dapat menarik minat peneliti lainnya
untuk menelitidan mengkaji tema ini lebih mendalam.

b. Kegunaan untuk ilmu pengetahuan (teoritis)

Penelitian ini diarapkan hasilnya dapat menambah pengetahuan serta
pemahaman dan digunakan untuk pengembagan keilmuan oleh para peneliti
lain, ilmuan, penegak hukum pembaca serta masyarakat umum, khususnya yang
berkaitan dengan dampak dari riddah dalam status perkawinan yang sah di

Indonesia dan Malaysia.
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D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil bacaan dan penelusuran penulis terhadap beberapa topik
penelitian yang di tulis sebelumnya terkait dengan ketentuan riddah dalam hukum
keluarga serta dampaknya di Indonesia dan juga Malaysia baik dalam bentuk artikel
dalam jurnal, skripsi, tesis dan disertasi. Penulis memperoleh beberapa tulisan
diantaranya adalah:

Kategorisasi pertama, beberapa kajian yang menekankan kepaada jenis
penelitian normatif untuk melihat kedudukan hukum riddah di Indonesia dan
Malaysia. Adapun penelitian yang masuk dalam kategori pertama:

Artikel yang di tulis Ahda Bima Afanto yang berjudul “Akibat Hukum
Murtadnya Suami Terhadap Status Pernikahan Dan Anak”** Pada artikel ini
membahas maslahah apabila salah satu nya murtad yakni Pertama, pernikahan itu
tetap sah, apabila tetap mendatangkan maslahat bagi istri, suami, anak-anak dan
keluarga besar mereka. Apabila pernikahan itu tidak lagi mendatangkan maslahat,
apalagi mendatangkan mudarat, maka pernikahan tersebut harus dibatalkan. Kedua,
apabila pernikahan itu tetap bisa dipertahankan, maka anak-anak yang lahir dari
hubungan setelah murtadnya suami adalah anak-anak yang sah secara hukum
sebagai anak-anak suami yang telah murtad. Persamaan dengan penelitian dengan
tesis ini sama sama membahas tentang dampak riddah pada pengasuhan anak.
Artikel ini memiliki perbedaan bahwa tesis ini mengkomparasi ketentuan dan
dampaknya di dua negara yakni Indonesia dan Malaysia

Sebagaimana skripsi yang ditulis oleh Zainal Fanani “Putusnya Perkawinan

14 Ahda Bina Afianto, “Akibat Hukum Murtadnya Suami Terhadap Status Pernikahan Dan
Anak,” Ulumudiin VI (2010): 478-83.
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Karena Perceraian akibat Perpindahan Agama Di Jakarta Selatan”® yang
membahas dan mengkaji tentang solusi terbaik bagi kedudukan riddah dalam KHI,
dengan pertimbangan nilai-nilai maslahat yang terdapat dalam status murtad dalam
perkawinan. Dengan membandingkan berbagai maslahat yang ada dengan konsep
batasan maslahat yang diusung oleh Ramadhani Al-buthy. Skripsi ini memiliki
persamaan pada pemahasan bahwasannya aturan dalam KHI memberikan
kelonggaran pada perkawinan yang salah satu pasangannya riddah dan terdapat
kebebasan agama pada prinsipnya.

Begitu juga dengan skripsi yang di tulis oleh Suriana R yang berjudul
“Pembatalan Perkawinan “Fasakh” Dan Akibat-Kibatny Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Makassar Tahun
2011-2014". ° skripsi ini menjelaskan tentang batalnya perkawinan karena tidak
memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunya serta sebab lain yang dilarang
atau diharamkan oleh agama, selain itu pembatalan perkawinan diartikan sebagai
suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa
perkawinan yang dilaksanakan batal. Pada Skripsi ini memliki persamaan dengan
tesis penulis yakni terdapat disparitas hakim dalam memutuskan apakah riddah
penyebab perceraian atau menjadi fasakh nya perkawinan. Perbedaan dengan tesis
penulis, pada skripsi ini lebih membasan tentang putusan hakim di satu daerah saja,

sedangkan penulis mengkomparasi ketentuan dan pandangan hakim di Indonesia

15 Zainal Fanani, “Putusnya Perkawinan Karena Perceraian akibat Perpindahan Agama Di
Jakarta Selazan ” Universitas Islam Ngeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

16 Suriana R, “Pembatalan Perkawinan / “Fasakh” Dan Akibat-Kibatny Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Makassar Tahun 2011-
2014 Skripsi Univerisitas Islam Negri Alaudin Makasar, 2015.
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dan Malaysia.

Kategorisasi kedua berdasarkan penelitian dengan pendekatan empiris,
peneliti memperoleh beberapa tulisan. Artikel yang ditulis oleh Azarudin Awang,
Ruhaizah Abdul Ghani, Razali Musa dan Azman Che Mat yang berjudul "The
Challenges of Mixed Marriage in Malaysia from Mualaf's Circle”,}” yang
membahas tentang Fenomena Perkawinan campur dari kalangan Mualaf di
Malaysia menemukan bahwa perbedaan budaya mengungkap hal tersebut
komunitas terhadap beragam tantangan kehidupan keluarga seperti beradaptasi
dengan adat dan budaya yang berbeda, pertentangan dan hubungan dengan keluarga
pasangan, komunikasi, masalah keuangan, itu kemampuan untuk mendapatkan
pendidikan terbaik dari pasangan dan kembali ke ajaran semula. Artikel tersebut
memliki persamaan, pada dasarnya riddah sesorang disebabkan beberapa faktor
salah satunya perbedaan pendapat dan lingkungan sekitar yang tidak mendukung.

Jurnal yang berjudul “Conversion Out Of Islam And Its Legal Implications
Under The Laws Of Malaysia "8 yang ditulis oleh Mohd Nasran Mohammad dan
Zuliza Mohd Kusrin dari Universitas Nasional Malaysiayang membahas tentang
bagaimana hukum di Malaysia mengatur ketentuan riddah serta dampak yang
terjadi juga menjelaskan bagi pelaku riddah apabila kembali ke agama yang dianut
sebelumnya (rekonversi). Terdapat implikasi hukum atas tindakan tersebut, seperti

denda dan penahanan di Pusat Rehabilitasi Agidah, yang secara jelas menunjukkan

17 Azarudin Awang et al., “The Challenges of Mixed Marriage in Malaysia from Mualaf’s
Circle,” Academic Journal of Interdisciplinary Studies 11, no. 6 (2022): 203-16, doi:10.36941/ajis-
2022-0162.

18 Mohd Nasran Mohammad and Zuliza Mohd Kusrin, “Conversion Out of Islam and Its
Legal Implications Under The Laws of Malaysia,” Ijtima iyya: Journal of Muslim Society Research
2, no. 2 (2017): 61-86, doi:10.24090/ijtimaiyya.v2i2.1638..
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bahwa kebebasan mengamalkan agama atau berpindah agama ke agama lain
sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 Konstitusi Federal Malaysia hanya berlaku
bagi non-Muslim. Dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan penentuan status
Islam sebagai sebuah agama, Pengadilan Syariah telah diberikan yurisdiksi
eksklusif untuk mengadili kasus-kasus tersebut, sebagaimana disebutkan dalam
amandemen Pasal 121(1A) Konstitusi Federal.

Kategorisasi ketiga berdasarkan penelitian yang dengan metode komparasi
objek penelitiannya, peneliti memperoleh beberapa penelitian dan artikel yang
sesuai, sebagaimana artikel yang di tulis oleh Muhammad Amanudin dalam jurnal
yang berjudul “Hukum Murtad Dalam Figih Islam Dan Perundang-undangan
Malaysia Dan Indonesia”*® Yang membahas tentang komparasi ketetuan riddah,
Indonesia belum bisa keluar dari pengaruh pidana dari luar sedangkan Malyasia
sudah mengadopsi sebahagian kecil dari pidana Islam. Karena Indonesia
berdasarkan Hukum dan Pancasila, sementara penduduk Indonesia adalah
mayoritas Islam, maka dismping untuk menjaga agama sebagai sesuatu yang
dhoruri diharapkan kepada MUI, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama untuk
mengusulkan kepada Pemerintah dan DPR agar pelaku murtad diberi sanksi
minimal sanksi ta’zir agar riddah yang dilakukan tidak berkembang menjadi
penodaan agama.

Sebagaimana yang termuat di Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
artikel yang ditulis oleh  Muhammad Ihsanul Arif dan Muhammad Adib Al Farisi

yang berjudul “ Perbandingan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Negara

19 Muhammad Amanuddin, “Hukum Murtad Dalam Figih Islam Dan Perundang Undangan
Malaysia Dan Indonesia,” (Jurnal Impresi Indonesia 1, no. 4 2022): him. 353-61.
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Penganut Mazhab Syafi'i (Malaysia Dan Yaman)”?° yang membahas tentang
komparasi antara Malaysia dan Yaman yang keduanya merupakan negara muslim.
Sebagaimana tujuan untuk memisahkan antara hukum Islam dan negara, yang mana
sebelumnya baik Malaysia maupun Yaman telah menggunakan hukum Islam terkait
permasalahan hukum keluarga baik sesuai dengan realitas masyarakat. Sehingga
menciptakan Batasan-batasan maupun ketentuan hukum keluarga diberlakukan di
negara tersebut.

Perbedaan antara tulisan-tulisan yang telah dipaparkan di atas dengan tesis ini
adalah objek penelitian ini difokuskan kepada pembahasan ketentuan riddah di
Indonesia dan juga Malaysia seta dampak yang terjadi, objek penelitian ini juga
difokuskan kepada perbandingan ketentuan perceraian kedua negara tersebut
dengan meninjau kepada persamaan, perbedaan, keunggulannya serta nilai nilai

yang terkandung di masing-masing negara.

E. Kerangka Teori

Teori disusun untuk menganalisisi secara sistematis pada pembahasan hasil
penelitian nantinya, setidaknya untuk menjelaskan, memberi arti, memprediksi,
meningkatkan sensitivitas penelitian.?* Penyusun memilh untuk menggunakan teori
Kebebasan dan perlindungan Agama. Menurut definisi umum, kebebasan adalah
seseorang (atau orang-orang) yang bebas (atau tidak bebas) dari suatu batasan (atau

serangkaian batasan) untuk dilakukan (atau untuk tidak dilakukan).

20 Muhammad Ihsanul Arifl dan Muhammad Adib Al Farisi, “Perbandingan Pembaharuan
Hukum Keluarga Islam Negara Penganut Mazhab Syafi'l (Malaysia Dan Yaman),” Al-Ahwal Al-
Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam 2, no. 2 (2022): 123-32.

21 Sabian Utsman, Metodologi Penelitian Hukum progresif, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
2014), him.55.
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1. Teori Kebebasan Beragama

Pegertian Kebebasan Beragama Secara bahasa kebebasan beragama berasal dari
dua kata, yaitu bebas dan agama. Bebas artinya merdeka, tidak terikat, tidak
terpaksa dan dapat melakukan keinginannya. Dari Oxford Dictionary of English,
pengertian dari kebebasan adalah the power or right to act, speak, or think as one
wants. Singkatnya, kebebasan adalah kemampuan atau hak untuk bertindak,
berpikir, ataupun melakukan apa yang diinginkan.?2

Dalam bahasa Arab, kata bebas di sebut dengan alhurriyah yaitu yang berarti
isyarafahum artinya wewenang.?® Jadi kebebasan adalah kemerdekaan, keadaan
bebas, tidak adanya keterhalangan seseorang untuk mengekspresikan apa yang ada
pada jiwanya, baik dari segi kebebasan bersuara dan lain-lainnya.

Lebih jauh, Kamus John Kersey mengartikan bahwa ‘kebebasan’ adalah
sebagai ‘kemerdekaan, meninggalkan atau bebas meninggalkan.” Artinya, semua
orang bebas untuk tidak melakukan atau melakukan suatu hal.?* Pengertian yang
lebih banyak memiliki unsur-unsur hukum bisa dilihat dari definisi ‘kebebasan’ dari
Kamus Hukum Marwan, M & Jimmy P. sebagaimana dikutip oleh Damrizal dalam
penelitiannya Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Abdurrahman Wabhid, Yaitu
‘kebebasan’ diartikan sebagai sebuah kemerdekaan dari semua bentuk-bentuk
larangan kecuali larangan yang telah diatur didalam undang-undang.?®

Kesimpulannya adalah manusia mempunyai hak untuk bebas selama hak hak

22 Kartika Nur Utami, Kebebasan Beragama dalam Perspektif al-Qur’an,

23 Lukmanul Hakim, “kebebasan Beragama dalam Perspektif Islam”, hlm 41.

%4Zainal Basyar, Pemikiran Kebebasan, diakses pada 16 November 2020,
https://www.kompasiana.com/zainalkhoirulbasyar/54f3a513745513932b6c¢7cca/pemikiran
kebebasan

% Damrizal, “Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Abdurrahman Wahid”, him. 120.
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tersebut tidak bertentangan dengan larangan yang ada didalam hukum. Berkaitan
dengan pendapat sebelumnya bahwa larangan atau intervensi hanya boleh
dilakukan dengan memperhatikan asas proporsionalitas dan non diskriminasi.
Dalam kaitannya dengan kebebasan beragama, setiap individu mempunyai
kebebasan seperti yang diatur didalam instrumen internasional seperti hak untuk
menganut, berpindah, mempertahankan atau tidak memeluk suatu keyakinan
apapun seperti yang telah diatur didalam instrumen internasional tentang hak atas
kebebasan beragama.

Dalam kaitannya dengan kebebasan beragama, setiap individu mempunyai
kebebasan seperti yang diatur didalam instrumen internasional seperti hak untuk
menganut, berpindah, mempertahankan atau tidak memeluk suatu keyakinan
apapun seperti yang telah diatur didalam instrumen internasional tentang hak atas
kebebasan beragama. Dalam esainya yang kelak berkembang luas berjudul “Two
Concept of Libraty” Kebebasan menurut Isaiah Berlin, dibagi menjadi dua bentuk
yaitu bentuk positif dan negatif. Kebebasan dalam bentuk positif berarti “apa atau
siapa’, yang bertindak sebagai sumber hukum yang bisa menentukan seseorang
untuk menjadi, melakukan, atau mendapatkan suatu kebebasan. Sementara
kebebasan dalam bentuk negatif bersinggungan dengan ruang lingkup dimana
seseorang harus dihormati atau dilindungi untuk menjadi atau melakukan sesuatu
seperti yang dikehendakinya tanpa ada paksaan atau larangan dari pihak lain.2®

Bagi negara dengan paham negara agama (teokrasi) yang hanya mendasarkan

ideologinya pada agama tertentu, maka pembuatan peraturan perundang-undangan

26 Rohidin, “Konstruksi Baru Kebebasan Beragama”, (Yogyakarta: FH UII Press, 2015),
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harus mengacu kitab suci agama tertentu yang menjadi agama negara. Hal mana
menurut paham teokrasi, negara dan agama dipahami sebagai dua hal yang tidak
dapat di pisahkan, dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, sehingga tata
kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dilakukan dengan titah Tuhan dalam
kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, paham ini melahirkan konsep “negara
agama” atau agama resmi, dan dijadikannya agama resmi tersebut sebagai hukum
positif. Konsep negara teokrasi ini sama dengan paradigma integralistik, yaitu
paham yang beranggapan bahwa agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan. dan tidak juga beraliran agama sekuler yang tidak
memedulikan agama.?’

Diungkapkan olen M.Tahir Azhary?® yang menyatakan bahwa hubungan
agama, negara dan hukum dalam prespektif aldinul Islami, agama, negara dan
hukum merupakan satu totalitas yang tidak mungkin dipisahkan. Agama adalah inti
dari negara dan hukum dan sekaligus pula mengatur kehidupan negara dan
merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
mengikat masyarakat.

Lebih lanjut beliau mengungkapkan dalam konteks Indonesia, Islam adalah
agama yang dianut mayoritas bangsa. Maka sesuai dengan teori kepentingan (public
interest teory) dalam hukum tata negara, salah satu tugas dan kewajiban negara
adalah mengakomodasi dan memerhatikan keinginan dan kepentingan para

warganya dalam hal ini antara lain keinginan dan kepentingan umat Islam di

27 M. Iwan Satriawan, ‘Formalisasi Hukum Islam’, Lampung Post, Jum’at 3 Februari 2012.
28 M. Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam,
(Jakarta: Kencana, 2012), him. 491.
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Indonesia supaya hukum Islam berlaku secara kaffah (sempurna).

Paradigma integralistik (unified paradigm) yaitu paradigma yang menyatakan
hubungan antara agama dan negara menyatu (integrated). Wilayah agama meliputi
politik atau negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus.
Karenanya menurut paradigma ini, kepala negara adalah pemegang kekuasaan
agama dan kekuasaan politik. Pemerintahannya diselenggarakan atas dasar
kedaulatan ilahi (divine sovereignty), karena pendukung paradigma ini menyakini
bahwa kedaulatan berasal dan berada di tangan Tuhan.?® Hal ini yang kemudian
disebut sebagai negara teokrasi. Dalam teori teokrasi,*® disebutkan bahwa urusan
negara tidak dapat dipisahkan dari urusan keagamaan. Negara berdasarkan atas
ketuhanan menurut suatu agama tertentu. Negara selalu mengatur urusan agama dan
mewajibkan warga negara untuk melaksanakan. Negara diatur oleh syariat agama
(negara agama).

Dalam bahasa Arab kata yang lazim digunakan untuk menyebut agama adalah
ad din. Al-Quran menggunakan kata din untuk menyebut nama semua agama dan
kepercayaan pada Tuhan. Tidak sebatas kata din, dalam Al-Quran dan Hadits Nabi,
agama disebut juga dengan millah atau syari’ah. Kata din atau ad din artinya
pembalasan, adat kebiasaan, peraturan, atau hari pembalasan atau hari kiamat.
Sedangkan kata millah berarti undang-undang atau peraturan. Sedangkan syari’ah
berarti jalan yang harus dilalui atau hukum. Di dalam Al-Quran kata din sering

dihubungkan dengan kata al-Islam, Allah, al- Haq, al-Qoyyim. Seperti:

29 Marzuki Wahid dan Rumadi, “Figh Madzhab Negara”, (Yogyakarta: LkiS, 2001), him.
23-24.
30 A.Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, “Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata
Hukum Indonesia” (Bogor: Ghalia, 2006), hlm. 178.
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1. Dinul Islam (agama Islam)

2. Ad-Dininul (agama yang lurus)

3. Dinullah (agama Allah)

4. Ad-Dinul Hag (agama yang benar)

Sementara ungkapan millah dapat dijumpai dalam Q.S al-An’am 60: 161 dan
al-Hajj 22: 78. Sedangkan perkataan syari’ah dapat dijumpai dalam Q.S. al-Jasiyah
45: 18.

Islam sangat menghormati kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan.
Dalam surah. Al-Bagarah ayat 256,*' Allah mengajarkan umat islam untuk
menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama. Ayat tersebut merupakan larangan
pemaksaan dalam memeluk suatu agama, terutama Islam. Ayat tersebut tepatnya

berbunyi:
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Ayat ini secara gamblang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam
menganut keyakinan agama. Allah menghendaki agar setiap orang merasakan
kedamaian. Kedamaian tidak akan tercipta jika suasana jiwa tidak memiliki
kedamaian. Jiwa yang damailah yang dapat memunculkan kedamaian. Paksaan
membuat jiwa menjadi tidak damai, oleh karena itu tidak ada paksaan dalam

menganut akidah Islam.3? Ayat ini menunjukkan bahwa tidak diizinkan melakukan

31 Al-Bagarah (2): 256.
32 Kartika Nur Utami, "Kebebasan Beragama dalam Perspektif al-Qur’an”, Jurnal Hikmah,
him. 27.
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kekerasan dan paksaan bagi umat Islam terhadap yang bukan Muslim untuk
memaksanya masuk agama Islam.

Di dalam bukunya The Meaning of the Holy Quran, Abdullah Yusuf Ali
menafsirkan bahwa agama tidak sesuai dengan pemaksaan karena agama pertama-
tama didasarkan pada keyakinan dan keinginan, dan tidak akan bermanfaat jika
diterapkan dengan pikiran dan hati yang terpaksa. Kedua, tidak ada keraguan karena
kasih sayang Tuhan telah menunjukkan begitu jelas kebenaran dan kesalahan.
Ketiga, perlindungan Tuhan tidak berhenti, dan kasih sayang Tuhan membawa
manusia dari kegelapan ke kebenaran.

Ayat ini tidak mengajarkan tentang pluralisme agama, perlu ditekankan. Surat
al-Bagarah ayat 256 menetapkan dan menjelaskan bahwa hanya Islamlah
kebenaran, dan kebatilan berasal dari selain Islam. Orang yang memiliki hati yang
bersih dan pandangan yang tajam akan melihat kebenaran Islam dan dengan
sendirinya akan menjadi seorang Muslim tanpa dipaksa. Dalam tafsirnya, Ibnu
Katsir mengatakan:

“Tidak ada alasan untuk memaksa seseorang untuk menganut agama Islam,

karena bukti dan dalilnya sangat jelas dan mudah dipahami. Namun, jika

seseorang diberi petunjuk oleh Allah SWT, dadanya dilapangkan, dan
hatinya diberi cahaya, maka ia akan memeluk Islam. Namun, jika hati
seseorang dibatasi oleh Allah SWT, pendengarannya dan pandangannya

';2{;%9954 maka tidak akan ada tekanan atau dorongan untuk memeluk

Oleh karena itu, jelas bahwa tujuan Allah terhadap umat Islam adalah untuk

membuat dunia penuh dengan kedamaian. Sunatullah adalah kemajemukan di

% Ibid
34 Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishag Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir, him
515.
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dunia, termasuk kemajemukan keyakinan. Sekuat apapun iman kita dan seyakin
apapun agama kita, agama tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menghina
dan menjatuhkan agama lain. Agama sebaliknya harus membantu membangun
peradaban damai di Bumi.*®
2. Teori Hak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat yang yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Sacara formal konsep mengenai Hak
Asasi Manusia (HAM) lahir pada tanggal 10 Desember 1948, ketika PBB
memproklamirkan Deklarasi Universal HAM. Yang di dalamnya memuat 30 pasal,
yang kesemuanya memaparkan tentang hak dan kewajiban umat manusia. Secara
eksplisit, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu yang melekat pada manusia,
yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, sifatnya tidak dapat
dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Adapun isi dalam mukadimah Deklarasi
Universal tentang HAM oleh PBB adalah:*®

1. Pengakuan atas martabat dan Hak-hak yang sama bagi semua anggota

keluarga, kemanusiaan dan keadilan di dunia.

2. Mengabaikan dan memandang rendah Hak Asasi Manusia (HAM) akan

menimpulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan hati nurani umat

manusia.

3. Hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum.

4. Persahabatan antara Negara-negara perlu dianjurkan.
5. Memberikan Hak-hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan.

% Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi, Wacana dan Praktik Pluralisme Keagamaan di
Indonesia, (Jakarta: Daulat Press, 2017), him. 7.

3% Salma Aisha Rahmat and Husni Syawali, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Salah Satu
Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No . 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No . 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi
Hukum Islam,” Journal Riset llmu Hukum, no. 16 (2019): 86-91.
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6. Memberi penghargaan terhadap pelaksanaan Hak-hak manusia dan

kebebasan asa umat manusia.

7. Melaksanakan Hak-hak dan kebebasan secara tepat dan benar.

HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati
dan fundamental sebagai suatu anugrah tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan
dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Dengan demikian, hakekat
penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan
eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan
antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan
dengan kepentingan umum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan yuridis normatif yang dimulai dengan
melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk
membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang konkret.
Penelitian normatif yuridis adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum
sebagai bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai
norma-norma, kaidah dari peraturan perundangan perjanjian dan doktrin
(ajaran).

Penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan (library research)
yaitu penelitian yang menekankan pada penelusuran literatur yang terkait dengan

pokok bahasan yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal dan
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dokumen lainnya,®’ yang terkait dengan fokus kajian. Penelitian ini memerlukan
banyak informasi dari penelitian terdahulu. Penulis mempunyai kemungkinan
untuk dapat menemukan hal baru dari penelusuran pustaka tersebut yang belum
pernah diungkapkan oleh penulis atau peneliti terdahulu.®
2. Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
komparatif (comparative approach) yang dapat diartikan sebagai kajian yang
membandingkan antara satu objek dengan objek lainnya. Banyak hal yang bisa
dipelajari melalui pendekatan komparatif dalam suatu objek kajian. pan
generalisasi tentang agama pada tingkat manapun. Dari pengertian-pengertian di
atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan komparatif adalah suatu cara untuk
dapat memahami dan mengetahui sesuatu (ilmu) dengan menggunakan
perbandingan. Dengan demikian dalam pendekatan komparatif bisa dipakai
didalam berbagai keilmuan untuk mencari dan menganalisis suatu bidang
keilmuan dengan membandingkannya melaui persamaan dan perbedaannya,
juga dalam hal kekurangan dan kelebihannya.
3. Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini penulis
Klasifikasikan pada sumber data primer dan seumber data sekunder, berikut ini:

a. Sumber data primer

37 Dudung Abdurrahman, pengantar Metodologi dan Penulisan Karya llmiah,
(Yogyakarta:IKFA, 1998), him 26.

%8 Restu Kartiko Widi. Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun
Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian. (Yogyakarta: Graha llmu, 2010), him 52.

% Dania Firli, “Studi Figih Dengan Pendekatan Comparative,” Fihros 6, no. 1 (2022): him.
38-48.
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Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari
bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier, bahan hukum primer dalam
penelitian ini adalah Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Kompilasi
hukum Islam, Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan
Undang-undang No.1 tahun 1974, Undang-Undang No. 7 tahun 1969,
Kompilasi Hukum Islam, Enakmen Pentadbiran Agama Islam,
Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, hasil penelitian tentang Pertukaran
Agama dan lain-lain.

b. Sumber data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan
melalui buku-buku, jurnal dan artikel yang didapat dari website yang berkaitan
dengan penelitian. Data sekunder merupakan data pendukung yang sifatnya
memperkuat hasil analisis. Data sekunder diperoleh melalui penelitian
kepustakaan pada sumber-sumber yang terkait dengan objek penelitian.
4. Analisis Data Penelitian
Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan deskriptif
analysis. Yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Indonesia dan Malaysia dikaitkan dengan teori kebebasan dan
perlindungan agama yang ada. Menganalisis dan membandingkan dampak
riddah dalam perceraian serta ketentuan hukumnya serta nilai-nilai yang
terkandung Content analysis merujuk pada metode analisis yang integratif
dan secara konseptual diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi,

mengolah, dan menganalisis bahan hukun untuk memahami makna,
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signifikasi, dan relevansinya. Data yang terkumpul akan diuraikan dalam
kalimat yang runtun, logis dan efektif seshingga memudahkan interpretasi data
dan pemahaman analisis.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini bisa terarah, sistematis dan saling berhubungan satu
bab dengan yang lain, maka sistematika penulisan penelitian dibagi menjadi 5 bab
yaitu:

Bab pertama, Pendahuluan. Pada bab ini memuat tentang latar belakang
masalah, alasan yang mendasari pemilihan permasalahan penelitian perumusan
masalah berisi uraian tentang apa yang akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam
Tesis ini. Tujuan dan manfaat penelitian berisi uraian tentang tujuan dan manfaat
yang ingin dicapai dalam penelitian ini, metode penelitian memuat tentang jenis
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab kedua, merupakan bab yang menjelaskan tentang landasan teori
penelitian yakni pengertian riddah, macam riddah, hukum asal riddah menurut
pandangan islam serta faktor-faktor seseorang beralih agama atau riddah. Pada bab
ini juga menjelaskan riddah dan ketentuannya yang berlaku di indonesia dan
Malaysia dalam undang-undang yang dikeluarkan oleh petinggi atau pejabat negara
serta fenomena yang terjadi masyarakat terkait riddah.

Bab ketiga, menjelaskan tentang ketentuan hukum riddah di indonesia dan
di Malaysia serta dampak pada hukum kelarga, berkaitan dengan objek penelitian
yaitu, sejarah hukum keluarga islam di Indonesi dan sejarah hukum keluarga Islam

di Malaysia. Pada bab ini juga menjelaskan tentang dampak riddah di Indonesia
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dan Malaysia terhadap hukum keluarga yakni pada status perkawinan, hak asuh
anak serta hak waris bagi orang yang berpindah agama dari islam atau riddah di
Indonesia dan Malaysia. Pada bab ini juga menjelaskan bagaimana riddah dan
keberanjakannya dari figh melihat Indonesia dan Malaysia sama sama memiliki
persamaan yaitu mayoritas bermadzhab Syafi’i.

Bab keempat, merupakan bab yang berisi analisis terhadap nilai nilai yang
terkandung di dalam ketentuan hukum di Indonesia dan Malaysia terkait riddah
dalam perkawinan , hak asuh dan juga hak warisnya, tentang perlindungan agama
serta kebebasan beragama yang dianut dan diyakini di Indonesia dan Malaysia
menurut ketentuan dalam perundangan dan di masyarakat serta dampak yuridis atau
berbedaan pandangan hakim terhadap dampak dari riddah.

Bab Kelima, penutup. Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran
dari semua permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, serta berisikan
saran yang sekiranya bermanfaat bagi pihak yang terlibat dalam permasalahan pada

penelitian ini.



BAB V
PENUTUP

Adapun dalam bab ini penyusun memaparkan kesimpulan dan saran seputar
ketentuan hukum riddah dan dampaknya di Indonesia dan Malaysia
A. Kesimpulan

1. Dalam Islam ancaman hukuman hingga bolehnya dibunuh bagi orang
murtad cukup menjadi alasan bahwa perilaku murtad mempunyai implikasi
serius dalam kehidupan beragama. Indonesia bukanlah negara Islam,
sehingga meski dalam Islam perilaku murtad dapat berakibat hukuman yang
berat, sedang hukum yang berlaku di Indonesia belum memungkinkan
hukuman berat bagi pelakunya sehingga berganti agama merupakan hal
yang biasa dan tidak masuk kategori melanggar hukum negara dan bukan
perbuatan yang melanggar pidana. Malaysia antar daerah persekutuan
memiliki peraturan yang berbeda salah satunya memberikan hukuman
pidana denda maupun dengan rehabiltasi agama, sehingga memberikan efek
jera bagi pelaku riddah.

2. Riddah atau berpindah agama dakam islam maka terdapatlah perubahan-
perubahan dan akibat dalam segi muamalah yaitu ada tiga yakni dalam
pernikahannya, di Indonesia riddah hanya menjadi alasan perceraian abila
da faktor ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan malaysia terputus
pernikahannya dan harus segera melaporrkan untuk di tindaklanjuti di
pengadilan. Seangkan di malaysia Dampak Konversi Agama di Malaysia

Hukumnya berdasarkan Islam serta ketentuan peraturan perundang-

118
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undangan di negara Malaysia yaitu tentang waris, hadhanah, hak
perkawinan, perwalian, kesaksian dan pewarisan. Adapun mengenai
warisan, seorang non-Muslim tidak dapat mewarisi warisan seorang Muslim
dan sebaliknya. Perkawinan islam jika salah satu pasangan meninggalkan
islam sebelum dilangsungkannya persetubuhan maka perkawinannya batal,
tetapi apabila telah terjadi persetubuhan maka perkawinan itu batal dengan
beriddah. sedangkan hak asuh anak tidak dapat diserahkan kepada orang
murtad. Demikian pula hak perwalian, kesaksian, dan harta benda yang
sejenis, yang tidak dapat dialihkan kepada non-Muslim. Malaysia dan
indonesia mempunyai persamaan dan perbedaan dalam peraturan yang
berlaku di masing masing negara.

. Nilai nilai yang timbul terkait riddah di indonesia dan Malaysia memiliki
persamaan dan perbedaan terlihat pada kebebasan beragama di indonesia
dan dampak ridda dalam perceraian dan hak asuh anak di indonesia,
sedangkan Malaysia yang masih sangat berasaskan pada perlindungan
agama apabila sesorang riddah yang berdampak pada purusnya perkawinan
seta dampaknya pada hak asuh ana dan juga kewarisan. Dampak yuridis
yang terjadi seringkali terlihat saat ketentuan yang berlaku pada
perundangan kompilasi hukum islam berbeda pada praktik yang terjadi di
msyarakat. Para Hakim dalam memutus perkara terkait riddah yang
berdampak pada perkawinan, hak asuh dan juga kewarisan menggunakan

ijtihad yang tertuang dalam putusan sehingga yuriseprudensi bisa juga
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dijadikan acuan dalam mengambil kepurusan pada kasus yang serupa yag
berkaitan .
B. Saran

1. Agar peranan Negara diperkuat dan ditingkatkan dalam hukum pernikahan
khususnya KHI untuk menertibkan warganya dalam pembinaan termasuk
pemutusannya. KHI disempurnakan tentang riddah dalam perceraian diatur
menjadi alasan pembatalan pernikahan, tidak hanya sebagai alasan
perceraian saja. Menyederhanakan bahasa dalam pasal-pasal KHI tanpa
adanya kata-kata yang mengarah kepada ketidakpastian hukum dan keragu-
raguan.

2. Pada Fenomena di Indonesia masih belum tegas terkait regulasi riddah,
maka diharapkan pihak pihak yang diberi amanah agama, agar pelaku
Murtad diberi sangksi, meski hanya dalam bentuk ta’zir yaitu pengajaran,
karena dikhawatirkan apabila tidak demikian maka kemurtadannya akan
berlanjut menjadi penodaan agama sebagaiman yang sering kita dengar,dan
kita lihat maka kepada Majelis Ulama Indonesia, Organisasi
Muhammadiyah dan Organisasi Nahdhatul Ulama diharapkan untuk
menyampaikan hal ini kepada pemerintah dan DPR dalam rangka
mewujudkan usaha untuk Menjaga agama sebagai sesuatu yang dharuri
dalam Islam. Sedang Malaysia sudah ketat dalam Regulasinya meskipun di
beberapa Daerah bagian belum menetapkan secara gambang terkait regulasi

riddah serta dampak yang terjadi di Masyarakat.
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3. Perlindungan agama adalah hak asasi yang penting, dan untuk memastikan
perlindungan ini di Malaysia dan Indonesia, berikut adalah beberapa saran
umum, Untuk Malaysia,

a. Penghormatan Terhadap Kebebasan Beragama yakni Mendorong dan
mendukung penghormatan terhadap kebebasan beragama dan
berkeyakinan sebagaimana yang dijamin dalam Perlembagaan Malaysia.

b. Partisipasi dalam Dialog Agama yakni Mendorong dialog antarumat
beragama untuk memahami dan menghargai keberagaman agama di
Malaysia.

c. Pendidikan Keberagaman: yakni Memastikan adanya pendidikan
keberagaman yang inklusif dan mengajarkan toleransi serta penghargaan
terhadap berbagai agama dan keyakinan.

d. Perlindungan Hukum yakni Mempromosikan dan mendukung sistem
hukum yang melindungi hak-hak kebebasan beragama dan melibatkan
penegakan hukum yang adil.

Untuk Indonesia:

a. Penghormatan Terhadap Pancasila: yakni Mendorong penghormatan
terhadap Pancasila sebagai dasar negara yang mengakui dan menghargai
keragaman agama.

b. Pelibatan Masyarakat yakni Memotivasi dan mendukung partisipasi
masyarakat dalam dialog antarumat beragama untuk memperkuat
persatuan dan toleransi. Dalam implementasi saran-saran ini, kolaborasi

antara pemerintah, masyarakat sipil, agama, dan lembaga-lembaga
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lainnya sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung

dan menghormati hak asasi kebebasan
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